
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR   2                 TAHUN 2018 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  2  TAHUN 2018 

TENTANG  

PROGRAM INDIKATIF PERANGKAT DAERAH 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

  

Mengingat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan    

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 



8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM INDIKATIF 

PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT    

TAHUN 2019. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

peride 20 (dua puluh) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

selanjutnya  disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan  

Nasional  untuk  periode  5 (lima) tahun  2015-2019 

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Pasal 2 

(1) Program Indikatif merupakan program prioritas daerah yang akan 

dilaksanakan pada tahun 2019. 

(2) Program Indikatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup 

program yang telah diselaraskan dengan RPJPD Provinsi NTB 

2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.  

(3) Program Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

bagian dalam perumusan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2019. 



(4) Program Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dalam bentuk matrik tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Program Indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan 

sebagai: 

a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi         

Nusa Tenggara Barat dalam menyusun rencana kerja (Renja) 

Perangkat Daerah Tahun 2019; 

b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) APBD dan Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) APBN bagi Perangkat 

Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat; dan 

c. acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rancangan 

Awal RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019. 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

       

            Ditetapkan di Mataram 

           pada tanggal  31 Januari 2018 

            GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

ttd 

 

H. M. ZAINUL MAJDI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal 31 Januari 2018  

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

     ttd 

 

     H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR   

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

      KEPALA BIRO HUKUM, 

                       

    H. RUSLAN ABDUL GANI 

        

   

 

   

 



 

 

 


